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Abstract 
The purpose of the research to find out if Purge is one way to reach democracy 
today? Research uses normative research with an orientation that is not sourced on 
conceptual attitudes that must be taken but also a combination of legislation that is a 
fundamental belief. The result is that when the state does not act decisively against 
any form of crime or violation of the law therein there are two possibilities, namely 
rebellion from the community and the release to the community to resolve properly. 
Purge's settlement is not contrary to democracy because Purge seeks to be a 
democracy more in the justice of society. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Purge merupakan salah satu cara 
dalam menggapai demokrasi masa kini? Penelitian menggunakan penelitian 
normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual sikap yang wajib 
diambil melainkan juga kombinasi pada peraturan perundang-undangan yang 
merupakan keyakinan fundamental. Hasil yang diperoleh bahwa pada saat negara 
tidak bertindak tegas terhadap segala bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum 
didalamnya maka terdapat dua kemungkinan yaitu pemberontakan dari masyarakat 
dan adanya pembiaran kepada masyarakat untuk menyelesaikan dengan baik. Cara 
penyelesaian Purge tidak bertentangan dengan demokrasi karena Purge berusaha 
menjadi demokrasi lebih pada keadilan masyarakat. 
 
Kata Kunci: Demokrasi; hukum; Purge 
 
PENDAHULUAN 
Di dalam negara hukum, hukum 
adalah hal yang utama namun 
bagaimana menerapkan hukum 
tersebut dibutuhkan banyak cara. 
Terdapat ketimpangan antara aspek 
hukum dalam harapan dan aspek 
penerapan hukum dalam kenyataan. 
Ironisnya kepatuhan masyarakat 
terhadap hukum sangat 
memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh 
lemahnya penegakan hukum. Bisa 
dikatakan bahwa hukum di negara ini 
tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 
Penegakan hukum seharusnya 
akuntabel (bertanggung jawab), tidak 
memihak dan tidak mudah diintervensi 
sehingga hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan dihadapan 
publik. 
Purge dapat diartikan sebagai 
pembersihan. dalam faktual, Purge 
meiliki kemiripan dengan festival 
Krypteia era Sparta. Dimana para 
Sparta yang telah memenuhi syarat 
fisik dan pelatihan akan dikirimkan ke 
Desa Laconian dan membunuh Helot 
yang merupakan budak. Pembunuhan 
budak ini untuk mengurangi populasi 
dan pemberontakan oleh budak. 
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Festival Krypteia ini berlanjut hingga 
abad ke-2 SM (The Editors of 
Encyclopaedia Britannica, ‘Krypteia’ 
link: 
https://www.britannica.com/topic/Krypt
eia). Hal lainnya terjadi di Brazil yang 
disebut Brazil Purge tahun 2017 ketika 
polisi melakukan mogok selama 3 hari 
dan kejahatan merajalela. Para 
masyarakat melakukan kekerasan dan 
seluruhnya melakukan kejahatan yang 
pada akhirnya diselesaikan oleh 
tentara. (Gareth Davies For Mailonline, 
2017 link: 
https://www.dailymail.co.uk/news/articl
e-4198826/Brazilian-city-s-murder-
rate-650-police-strike.html) 
Bentuk pertanggungjawaban bisa 
ditempuh dengan berbagai cara 
termasuk adanya kekuasaan negara 
yang memberikan kebebasan secara 
utuh bagi siapapun. Di dalam 
penelitian ini, peneliti menyandarkan 
diri kepada Purge yang merupakan 
suatu karya sinematografi di tahun 
2013. Film The Purge berlatar situasi 
di Amerika Serikat pada tahun 2022, 
yang tampak makmur dengan situasi 
hidup damai dan minim dari tindak 
kejahatan. Hingga akhirnya pada satu 
hari pemerintah memberikan waktu 
selama 12 jam bagi warganya 
melakukan kejahatan apa saja, mulai 
dari mencuri sampai dengan 
membunuh. Situasi ini disebut 'Purge'. 
Menariknya, semua tindakan dalam 
rentang waktu tersebut tidak akan 
dijatuhi hukuman. Mulai dari polisi 
serta pihak keamanan tak beroperasi 
sejak hari itu, demi mendukung hari 
pembersihan (Revi C. Rantung, 2020, 
link:  
https://www.kompas.com/hype/read/20
20/07/04/143324766/sinopsis-film-the-
Purge-situasi-mencekam-saat-
tindakan-kriminal-dilegalkan?page=all 
[accessed 9 August 2020] ). Di dalam 
persepsi negara hukum, kebebasan 
adalah hal yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Mengacu 
pada prinsip negara konstitusional 
digambarkan sebagai 'rumah', sebuah 
bangunan di mana lantai dan kamar 
baru telah ditambahkan dan diperaboti 
selama berabad-abad. Setiap tingkat 
bangunan ini berasal dari transisi 
masyarakat utama yang terjadi selama 
abad-abad sebelumnya. Di dalam 
mempertahankan ‘rumah’ itu terdapat 
ciri penyesuaian yaitu inovasi penting 
agar demokrasi tetap ada dan tidak 
berubah ke bentuk pemerintahan 
lainnya. (Mark Bovens and Eugène 
Loos, 2002, link:  
https://doi.org/10.3233/ip-2002-0017). 
Di dalam penelitian ini, peneliti 
mengambil 3 orisinalitas penelitian 
yaitu pertama sistem politik demokrasi 
harus bisa dilihat apakah masih 
populer sebagai sistem politik daripada 
bentuk pemerintahan? Kemudian 
untuk mengetahui suatu negara 
mengklaim sebagai demokratis tetapi 
sebenarnya tidak mempraktikkan 
demokrasi maka harus dipenuhi agar 
suatu rezim dianggap benar-benar 
demokratis yaitu pejabat terpilih 
mengontrol pembuatan kebijakan; ada 
pemilihan pejabat yang bebas dan 
adil; setiap orang harus memiliki hak 
untuk memilih; setiap orang berhak 
mencalonkan diri untuk jabatan; ada 
kebebasan berbicara; informasi 
alternatif tersedia; dan orang dapat 
membentuk kelompok politik yang 
bebas dan independen (Astrid Norén-
Nilsson, Elizabeth Morrow, and Riley 
Quinn, 2017, link: 
https://doi.org/10.4324/978191228210
4). Kelompok politik yang bebas dan 
independe dapat dianalogikan dengan 
kebebasan bertindak namun tetap ada 
tanggung jawab didalamnya. 
Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh 
M Krook menyatakan bahwa isu 
kekerasan pada perempuan adalah 
MENERAPKAN AJARAN PURGE SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI…………………… 
…………………………………………………………………...(Tomy Michael, 172- 183) 
 
 
174 
 
 
hal yang baik dalam menegakkan 
demokrasi. Isu kekerasan ini harus 
dibawa dalam wujud politik yang 
menjadikan kaum perempuan menjadi 
tokoh politik dan diharapkan isu 
tersebut dapat terselesaikan dengan 
baik (Mona Lena Krook, 2017, link: 
https://doi.org/10.1353/jod.2017.0007). 
Perbedaan dengan penelitian ini, 
dengan isu kekerasan yang diangkat 
sebagai jalan untuk menyelesaikan 
kekerasan tersebut dalam wujud 
politik. Penelitian ketiga yaitu 
kekerasan dan demokrasi pada 
umumnya diperlakukan sebagai 
antitesis. Konsep kekerasan 
menggunakan aksus yang terjadi di 
Afrika Selatan dimana kekerasan dan 
demokrasi dapat saling membentuk 
tatanan yang baru dalam suatu sistem 
negara. Ketika lembaga-lembaga 
demokrasi menghasilkan dan 
membentuk praktik-praktik kekerasan, 
sementara kekerasan pada gilirannya 
membatasi akses dan hak-hak yang 
dijanjikan oleh demokrasi. Jenis 
demokrasi kekerasan ini muncul dalam 
tatanan sosio-ekonomi yang sangat 
tidak setara, dan bahwa kekerasan 
menyediakan sumber kekuatan 
alternatif yang melaluinya tatanan ini 
dapat dipertahankan atau 
diperebutkan (Karl von Holdt, 2014 
link: https://doi.org/10.1111/1467-
954X.12196). 
Berdasar kebebasan demokrasi 
maka peneliti mengangkat rumusan 
masalah apakah Purge merupakan 
salah satu cara dalam menggapai 
demokrasi masa kini? 
Adapan metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian normatif dengan orientasi 
yang tidak bersumber pada konseptual 
sikap yang wajib diambil melainkan 
juga kombinasi pada peraturan 
perundang-undangan yang merupakan 
keyakinan fundamental (Pier Giuseppe 
Monateri, 2012, link: 
https://doi.org/10.4337/978178100511
8). 
 
PEMBAHASAN 
Kekerasan dalam masyarakat 
sering muncul sebagai upaya 
menunjukkan sikap ketidakpuasan 
mereka dengan cara-cara tertentu 
sebagai bagian dari ketidakadilan yang 
dilakukan oleh penguasa, baik itu 
pejabat ataupun sekelas kepala 
negara (Presiden). Hal ini dapat terjadi 
karena kebuntuan yang timbul dari 
lemahnya sistem demokrasi pada 
suatu negara akibat terlalu kuatnya 
kekuasaan penguasa atau kepala 
negara. 
Mengacu pemikiran Harvey 
Walker dan Richard E Neustadt bahwa 
menjadi presiden merupakan 
pencarian jati diri seseorang sehingga 
seorang presiden hanya terletak pada 
kapasitas pribadinya. Kemampuan 
presiden ini menjadi kuat ketika dalam 
sistem pemerintahan suatu negara 
didukung oleh orang-orang yang 
sejalan dengan tindakannya (Harvey 
Walker and Richard E. Neustadt, 
1960, link: 
https://doi.org/10.2307/443772).  
Dalam permasalahan ini, 
presiden harus dapat memisahkan 
antara kepentingan pribadi dan 
kepentingan sesuai jabatannya. 
Adanya pemisahan kekuasaan 
seharusnya menjadikan presiden bisa 
membangung koalisi dengan legislatif, 
otoritas anggaran, manajemen 
kabinet, kekuasaan partisan, dan 
lembaga informal. Dengan demikian, 
presiden dapat bertindak secara baik 
walaupun tindakannya merupakan 
tindakan atas jabatannya tetapi 
didelegasikan kepada berbagai 
lembaga tersebut. Pengaruh presiden 
lintas regional ini akan menghasilkan 
kebijakan yang dapat mengontrol 
suatu Negara (Paul Chaisty, Nic 
Cheeseman, and Timothy Power, 
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2014, link: 
https://doi.org/10.1080/13510347.2012
.710604). Sejalan dengan hal tersebut, 
presiden juga mampu menarik 
kekuatan politik dari negara lain 
sehingga apa yang dikehendaki 
negara akan terwakilkan. Keberhasilan 
presiden dalam memusatkan 
permasalahan hukum suatu negara 
ketika ada unsur negara lain maka 
permasalahan tersebut akan semakin 
cepat terselesaikan dengan baik 
(George C. Edwards and B. Dan 
Wood, 1999, link: 
https://doi.org/10.2307/2585399). 
Ketika memahami presiden 
sebagai bagian dari jati diri maka 
pemahaman presiden di Indonesia 
adalah sebagai kepala eksekutif. 
Presiden memiliki hak prerogatif dalam 
pemerintahannya, hal yang sama juga 
terjadi di Indonesia yang menganut 
sistem presidensial. Dalam sistem 
pemerintahan ini, kekuasaan presiden 
dibatasi dengan kekuasaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUDN 1945). 
Perlu diperhatikan adanya perbedaan 
antara hak prerogatif dan pemisahan 
kekuasaan.  
Di dalam prerogatif, memberikan 
ruang yang luas kepada presiden 
untuk menggunakan kekuasaannya 
untuk mengisi ruang yang belum diatur 
dalam konstitusi sepanjang untuk 
menjalankan tugas eksekutifnya. 
Batasan hak prerogatif adalah 
penggunaannya yang dibatasi pada 
keadaan darurat sampai dengan 
lembaga legislatif dapat mengaturnya 
dalam perundang-undangan. 
Sedangkan prinsip pemisahan 
kekuasaan mendalilkan dua 
penafsiran yaitu formalis dan 
fungsionalis. Pandangan formalis 
mendasarkan dirinya pada unitary 
power doctrine yang melarang segala 
bentuk intervensi cabang kekuasaan 
lain terhadap kekuasaan eksekutif, 
sedangkan pendekatan fungsionalis 
beranggapan bahwa batasan 
kekuasaan eksekutif dimungkinkan 
selama tidak berdampak secara 
mendasar kepada presiden untuk 
menjalankan kekuasaan eksekutifnya 
(Hendra Wahanu Prabandani, 2015). 
Sejarah ketatanegaraan Indonesia 
yang telah menggunakan beberapa 
konstitusi secara tidak langsung 
berimplikasi pada praktek penggunaan 
hak prerogatif di Indonesia. 
Penggunaan hak prerogatif mengalami 
pasang surut dipengaruhi oleh konsep 
check and balances dan distribusi 
kekuasaan. Oleh karena itu, 
penggunaan hak prerogatif seperti 
pada konstitusi sebelumnya lebih 
ditujukan kepada para eksekutif yang 
tidak memerlukan konfirmasi kepada 
lembaga negara lain, kini sudah mulai 
dibatasi sehingga penggunaan istilah 
hak prerogatif tidak lagi murni seperti 
semula (Oksep Adhayanto, Irman 
Irman, and Fithriatus Shalihah, 2018, 
link: 
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12
no3.1329). 
Contoh menarik diberikan oleh 
Thoma S Langston bahwa presiden 
Amerika selalu melakukan tafsiran 
dalam konstitusinya sehingga muncul 
pemikiran bahwa presiden adalah 
monarki modern. Secara tekstual 
kekuasaan presiden disebut sebagai 
“hak prerogatif Lockean”, frasa 
“lockean” berasal dari John Locke 
yang menganut asas tidak tak 
terbatas. Dalam pandangan lainnya, 
John Locke mengatakan bahwa 
presiden memiliki kewenangan 
diskresioner yang terbatas dan bahwa 
setiap kekuasaan eksekutif murni 
adalah "bawahan dan menteri" kepada 
kekuasaan legislative (Thomas S. 
Langston and Michael E. Lind, 1991, 
link: https://doi.org/10.2307/3234984). 
MENERAPKAN AJARAN PURGE SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI…………………… 
…………………………………………………………………...(Tomy Michael, 172- 183) 
 
 
176 
 
 
Perbandingan analisa lainnya oleh 
Thomas P Power yang mengulas 
Presiden Joko Widodo bahwa 
penurunan makna presiden bisa terjadi 
karena adanya sifat anti pluralistik, 
lembaga negara yang tidak solid, 
represi dan ketidakberdayaan oposisi 
politik yang semakin terbuka. Tren ini 
telah menyebabkan 
ketidakseimbangan lapangan 
permainan demokrasi, membatasi 
pilihan demokratis, dan mengurangi 
akuntabilitas pemerintah. Menyoroti 
manipulasi penegakan hukum dan 
lembaga keamanan yang kuat untuk 
tujuan yang sempit dan partisan, serta 
upaya bersama pemerintah untuk 
melemahkan dan menekan oposisi 
demokratis (Thomas P. Power, 2018, 
link:  
https://doi.org/10.1080/00074918.2018
.1549918). Apabila dibandingkan 
dengan makna presiden sebagai 
kepala eksekutif maka saat ini, 
kekuasaan presiden cenderung 
memiliki tujuan akhir yang memberi 
rasa sejahtera bagi masyarakat namun 
pencapaian tujuan tersebut masih 
tidak sesuai dengan UUDN 1945. 
Masalah pemisahan kekuasaan terkait 
hubungan Presiden dan Dewan 
Perwakilan Daerah, hubungan 
Presiden dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat, hubungan Presiden dengan 
komisi-komisi terkait yang sifatnya 
sementara mengalami pasang surut di 
Indonesia. Pemisahan kekuasaan 
dalam pemerintahan saat ini  secara 
utuh baik lembaga eksekutif, legislatif 
maupun yudikatif tidak mandiri serta 
saling menguasai melalui kesamaan 
politik dengan pembagian kekuasaan 
(Zulfan Zulfan, 2018, link: 
https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.201
7.146-154). Ketika presiden tidak 
mampu mewujudkan apa yang 
dikehendaki oleh UUDN 1945 maka 
akan muncul pemberontakan dari 
masyarakat. Wujud pemberontakan 
bisa berupa gencatan senjata dari 
negara lain yang akan melemahkan 
posisi suatu negara. Adanya ancaman 
dari dalam negeri berupa kerusuhan 
dari masyarakat, adanya kekuasaan 
militer dalam negeri seperti kekuasaan 
monarki nuklir yang dipopulerkan oleh 
Amerika Serikat. Monarki nuklir ini 
memberikan pilihan bahwa kekuasaan 
berada dalam tangan parlemen dan 
rakyat, artinya parlemen belum tentu 
menjadi bagian dari presiden dan 
keduanya memiliki kekuasaan akhir 
yang berbeda (Thermonuclear 
Monarchy: Choosing between 
Democracy and Doom’, 2014, link:  
https://doi.org/10.5860/choice.52-
1102). 
UUDN 1945 dapat ditafsirkan 
berbeda-beda oleh masing-masing 
rezim yang berkuasa termasuk 
mengenai kekuasaan presiden. Di 
Amerika Serikat berkembang 
pemikiran yang diperdebatkan apakah 
presiden memiliki kekuasaan yang 
sifatnya tersirat dari kekuasaan yang 
diberikan oleh konstitusinya, dan 
berkembang menjadi pilihan yang 
eksekutorial sebagai siratan 
kekuasaan presiden. UUDN 1945 tidak 
memberikan wujud kesempatan akan 
penafsiran kekuasaan milik presiden. 
Dengan demikian, paradigma 
perubahan UUDN 1945 diantaranya 
adanya keinginan untuk mengurangi 
kekuasaan tersebut. Kekuasaan 
presiden berdasarkan UUDN 1945 
juga mempunyai kecenderungan untuk 
bertambah seiring dengan 
berkembangnya sistem 
ketatanegaraan bahkan untuk 
menjalankan pemerintahan, presiden 
dapat membentuk peraturan 
pemerintah dan peraturan presiden 
selain terlibat secara langsung dalam 
pembentukan undang-undang dan 
dapat mengeluarkan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang 
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(Rahayu Prasetianingsih, 2017, link: 
https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3). 
Kekuasaan eksekutif dalam 
Konstitusi dibiarkan ambigu dan 
kurang didefinisikan. Para pihak lawan 
mempertanyakan klaim presiden atas 
kekuasaan eksekutif dan perang yang 
melekat. Sudahkah presiden dan 
bawahannya mentaati konstitusi dan 
berpegang teguh pada hukum dan 
hukum? Sudahkah masyarakat anti 
hukum dan pengadilan menafsirkan 
dengan tepat klausul konstitusional, 
terutama yang berhubungan dengan 
kekuatan perang? Gagasan bahwa 
konstitusi adalah basis kekuasaan 
bagi pejabat pemerintah dan bahwa 
menafsirkan konstitusi adalah tindakan 
politik (Richard M. Pious, 2007, link: 
https://doi.org/10.1111/j.1741-
5705.2007.02585.x). Peneliti melihat 
bahwa apa yang dilakukan presiden 
adalah upaya untuk menguatkan 
kedudukan politiknya. Presiden 
memiliki kekuatan perang yang 
melekat dan kekuatan diplomatik dan 
keamanan nasional terkait yang 
mengesampingkan undang-undang 
atau mengabaikan hak prerogatif 
konstitusional parlemen dan ini 
umumnya terkait keberhasilan dari hak 
prerogatif tersebut. 
Demokrasi Yang Mendukung Purge 
Peneliti menggunakan pemikiran 
Niccolo Machiavelli dalam membahas 
makna demokrasi karena adanya 
pendekatan formal yang diutarakan 
oleh Niccolo yaitu menetapkan 
mekanisme elektoral untuk kontrol elit; 
dan serupa dengan pendekatan 
budaya substantif atau sipil, 
mendorong mode partisipasi rakyat 
yang lebih langsung dan kuat. Teori 
demokrasi ini sebetulnya 
memperkenankan rakyat untuk 
memilih pemimpin yang memegang 
jabatan, tetapi harapan dari 
masyarakat harus betul-betul 
tercermin dalam pemimpin tersebut. 
Niccolo mengatakan bahwa ketika 
ketidakadilan muncul maka 
masyarakat berhak melakukan 
kebencian dan ketidakpercayaannya 
kepada pemeritnah. Kelembagaan 
pemerintahan yang bertujuan akan 
kesejahteraan pada masyarakat 
haruslah konsekuen akan visi misi 
lembaganya. Ketika terjadi 
ketimpangan ekonomi dan politik yang 
semakin meningkat maka merupakan 
ancaman berbahaya bagi kebebasan 
warga negara demokratis. Bukti yang 
semakin banyak menunjukkan bahwa 
kekuatan ekonomi, bukan keinginan 
rakyat, yang menentukan kebijakan 
publik, dan bahwa pemilihan umum 
secara konsisten gagal untuk 
membuat pejabat publik bertanggung 
jawab kepada rakyat (John P. 
McCormick, 2011, link:  
https://doi.org/10.1017/CBO97805119
75325). 
Artinya Niccolo memberikan 
kesempatan bagi masyarakat untuk 
memiliki hak melindungi politik diri 
sendiri dari pemerintah. Ia 
menetapkan mekanisme elektoral 
untuk kontrol elit; dan serupa dengan 
pendekatan budaya substantif atau 
sipil, ia mendorong mode partisipasi 
rakyat yang lebih langsung dan kuat 
(John P. McCormick, 2001, 
https://doi.org/10.1017/S00030554010
02027). Mengacu pada pemikiran 
Niccolo di buku Art Of War, ditemukan 
konstruksi filosofi bahwa penolakan 
akan senjata, artileri maupun senjata 
genggam karena penggunaan tersebut 
membutuhkan taktik pertahanan (Ben 
Cassidy, 2003, link: 
https://doi.org/10.1353/jmh.2003.0106. 
Hal ini tentu memiliki tolak belakang 
dengan Purge dimana penggunaan 
senjata adalah hal utamanya – 
penggunaan senjata memiliki dua efek 
yaitu penggunaan senjata untuk 
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melindungi dari masyarakat lainya dan 
penggunaan senjata untuk memiliki 
kesempatan hidup layaknya 
masyarakat lainnya. Selain itu Niccolo 
mengatakan bahwa dalam 
mempertahankan suatu negara, 
pemimpin memiliki kuasa penuh begitu 
juga masyarakat, artinya tidak ada 
kegiatan yang berdiri sendiri tanpa 
adanya sentral tindakan. Bagi Niccolo, 
kekuasaan raja adalah sumber 
legitimasi mutlak dalam menentukan 
suatu negara. Kekuasaan bisa 
diartikan sebagai bentuk 
mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan sesuai yang 
dikehendakinya. Peneliti menegaskan 
bahwa konsep kekuasaan Niccolo 
tidak memiliki konsep yang jelas hanya 
tumpuan dalam satu orang dan 
masyarakat memiliki juga hak yang 
sama.  
Terminologi kekuasaan memiliki 
kaitan erat dengan ontologi, 
wewenang, dan dasar legitimasi. 
Ontologi kekuasaan bersentuhan 
dengan hal yang sebenar-benarnya. 
Kekuasaan adalah kekuatan, 
kemampuan atau kesanggupan untuk 
berbuat sesuatu (Sri Hastuti 
Puspitasari, 2001, link:  
https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.is
s18.art3). 
Di Indonesia, frasa “demokrasi” 
hanya termaktub dalam 1 pasal yaitu 
Pasal 33 ayat (4) UUDN 1945 bahwa: 
“Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersaman, efisiensi berkeadilan 
berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional” 
Sangat terbatasnya pengertian 
demokrasi di Indonesia menimbulkan 
definisi demokrasi yang berbeda-beda 
setiap rezimnya. Untuk saat ini 
demokrasi ekonomi tidak dapat 
diartikan secara kompleks karena 
mengacu pemikiran Socrates, 
demokrasi sebetulnya bagian dari 
kemunduran pemerintahan. Socrates 
mengatakan bahwa demokrasi 
merupakan bentuk pemerintahan dari 
rakyat jelata dan merupakan turunan 
dari oligarki dan timokrasi (Shigeru 
Yonezawa, 2014, link: 
https://doi.org/10.1163/20512996-
90000033). 
Untuk mempermudah 
pemahaman demokrasi dan Purge 
akan digambarkan dalam diagram 
dibawah ini: 
 
 
  
Gambar 1.Demokrasi Dan Purge 
 
Penjelasan dari diagram tersebut 
adalah: 
Peneliti mengambil presiden 
sebagai tokoh utama dikarenakan film 
Purge diimajinasikan dengan keadaan 
tahun 2022 di Amerika. Ketika 
keadaan negara maju maka kemajuan 
itu akibat adanya pelegalan Purge di 
Amerika. Untuk mempertahankan 
negara dalam Purge ditawarkan dua 
model yaitu negara yang bersifat 
otoriter dan negara yang memberikan 
kebebasan bagi masyarakat namun 
dibatasi waktu selama 12 jam per 
tahun. Mempertahankan negara 
merupakan bagian penting bagi 
kelangsungan hidup apabila suatu 
pemimpin tidak bisa mempertahankan 
lembaga-lembaga negara dibawahnya.  
Dalam perspektif negara modern, 
demokrasi murni tidak dapat 
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diterapkan karena luasnya suatu 
wilayah dan berbaurnya bentuk 
pemerintahan dalam suatu negara. 
Demokrasi modern lebih mengarah 
pada penyerahan hak sebagian atau 
seluruhnya kepada pemerintah serta 
adanya kebebasan bagi masyarakat 
untuk memberikan aspirasinya. Dalam 
suatu negara demokratis dan 
pluralistis seperti Indonesia, adanya 
pro-kontra terhadap suatu masalah 
adalah suatu hal yang lazim, dan 
malah perlu diberi tempat sebagai 
salah satu konsekuensi yang telah 
menjadi bagian dari komitmen 
berbangsa dan bernegara. Namun 
ketika suatu keputusan pemerintah 
dilakukan atas adanya suatu tekanan 
ancaman dan kekerasan, apalagi 
dengan memenangkan kelompok yang 
lebih kuat memberi tekanan – yang 
belum tentu lebih mayoritas – maka 
komitmen Indonesia sebagai negara 
demokratis patut dipertanyakan. 
Setidaknya ada tiga citra utama yang 
saat ini ingin dikibarkan oleh politik 
luar negeri dan diplomasi Indonesia, 
yakni citra Indonesia sebagai negara 
demokratis, moderat dan pluralistik, 
sebagai upaya menempatkan diri 
kedalam arus pergaulan internasional 
atau global. Dengan demikian pilihan 
bangsa Indonesia untuk diakui sebagai 
negara demokratis, moderat dan 
pluralistik, secara paradigmatik tidak 
hanya sebagai pilihan formal semata, 
melainkan juga pilihan sosio-kultural 
yang secara fungsional harus 
membawa konsekuensi pada 
perubahan perilaku dan kedewasaan 
seluruh unsur-unsur masyarakat, 
dalam rangka menata kehidupan 
berbangsa dan bernegara, sehingga 
citra tersebut menjadi realita. Dalam 
hal ini Indonesia perlu mendidik 
bangsanya agar menghargai nilai-nilai 
demokrasi, bersikap moderat serta 
menghargai perbedaan dan 
keberagaman. Seringkali adanya gap 
persepsi diantara para pengambil 
keputusan dalam menghadapi 
pelbagai persoalan, mengindikasikan 
adanya pemahaman yang kurang 
tepat terhadap hakekat negara 
demokrasi yang mengedepankan 
sikap moderat dan plural. Terutama 
ketika mengatasi dilema yang 
dimunculkan oleh iklim demokrasi itu 
sendiri, misalnya ketika pemerintah 
perlu menindak kelompok-kelompok 
radikal-intoleran, sementara di sisi lain 
juga perlu memberi ruang pada 
perbedaan, kebebasan dan partisipasi 
publik. Kebingungan dan keraguan 
pemerintah dalam mengatasi pelbagai 
persoalan, sering dituding tidak tegas, 
lamban dan tidak tuntas. Tentu saja 
demokrasi bukanlah penurunan 
wibawa hukum acapkali 
didemonstrasikan justru oleh pelaku 
aparat negara yang seharusnya 
memberi keteladanan, dimana 
lembaga demokrasi pun sering 
terperangkap menjadi organisasi 
kekuasaan yang semestinya 
melindungi dan mengelola 
kepentingan masyarakat banyak. Oleh 
karena itu masyarakat perlu terus 
dibekali pengetahuan tentang seluk 
beluk mengatur negara, dan diberi 
ketrampilan bagaimana mengambil 
bagian dari seluruh proses politik. 
Dengan demikian mereka dapat ikut 
mengendalikan perilaku para 
penyelenggara negara, dan kalau 
masih dimungkinkan menyelamatkan 
orde reformasi dari kegagalan. Bagi 
negara yang baru mulai dengan 
demokrasi pendidikan politik bagi 
masyarakat sangat mutlak, apalagi 
ketika bangsa Indonesia tengah 
berada pada persimpangan arus 
globalisasi. Tentu saja bangsa 
Indonesia perlu banyak belajar tentang 
bagaimana mempraktikkan demokrasi 
terhadap negara-negara yang telah 
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lebih dulu berpengalaman 
menjalankan demokrasi, sehingga 
kesenjangan antara perilaku 
bernegara dan perilaku bermasyarakat 
tidak terlalu lebar, kalau benar 
Indonesia ingin masuk kedalam 
pergaulan global dengan citra negara 
yang demokratis-moderat dan 
pluralistik. Globalisasi telah membuka 
lebar jalinan interaksi dan transaksi 
antar individu, kelompok dan antar 
negara yang membawa implikasi 
politik, ekonomi, sosial dan budaya 
beserta iptek (PEST) pada tingkat dan 
intensitas yang berbeda. Indonesia 
tidak lepas dari pengaruh ini, dimana 
masyarakat di "alam demokrasi" ini 
tengah dirangsang oleh pelbagai 
tawaran yang ada dipasar, sehingga 
masing-masing berlomba untuk 
memenuhi hasrat konsumtif dan 
hedonisnya. Masuknya Indonesia 
dalam proses globalisasi pada saat ini 
ditandai oleh serangkaian kebijakan 
yang diarahkan untuk membuka 
ekonomi domestik dalam rangka 
memperluas serta memperdalam 
integrasi dengan kalangan pelaku 
ekonomi di tingkat internasional atau 
global. Negara-negara yang sekarang 
ini disebut sebagai negara modern 
menempuh pembangunanannya 
melalui tiga tahapan, yaitu unifikasi, 
industrialisasi dan kesejahteraan 
sosial. Pada tingkat pertama, yang 
menjadi masalah berat adalah 
bagaimana mencapai integrasi politik 
untuk menciptakan persatuan dan 
kesatuan nasional. Pada tingkat 
kedua, perjuangan yang menekankan 
pada pembangunan ekonomi dan 
modernisasi politik. Pada tingkat 
ketiga, tugas negara yang terutama 
adalah melindungi masyarakat dari sisi 
negatif pengaruh industrialisasi, 
memperbaiki kesalahan pada tahap 
sebelumnya, dengan menekankan 
pada aspek kesejahteraan 
masyarakat. Langkah-langkah tersebut 
dilalui secara bertahap dan memakan 
waktu relatif lama. Urgensi untuk 
segera menyelesaikan masalah 
stabilitas politik dan ekonomi serta 
menata keteraturan lembaga-lembaga 
politik dan sosial-kemasyarakatan 
akan berimplikasi pada stabilitas 
keamanan dan persatuan nasional 
yang diharapkan akan kembali pulih 
dan kokoh (Faisal Afiff, 2012). 
Demokrasi menjadi suatu alat negara 
untuk melakukan hal yang boleh 
dilakukan dan yang tidak boleh 
dilakukan, contoh hal yang boleh 
dilakukan yaitu kemampuan negara 
untuk menjadi pelaku kekuasaan yang 
besar namun untuk terwujudunya 
dibutuhkan persetujuan lembaga 
negara lainnya. 
Ketika upaya mempertahankan 
demokrasi mengalami hambatan maka 
negara memiliki pilihan-pilihan antara 
lain mengubah bentuk pemerintahan, 
melakukan kerjasama dngan negara 
lain, membuat aturan yang bersifat 
omnibus untuk mengisi kekosongan 
norma atau menyempurnakan sesuatu 
secara tepat. Tawaran yang terakhir 
adalah memberikan hak kepada 
masyarakat berupa Purge. Adanya 
tawaran Purge sebetulnya sebagai 
cara alami untuk mengembalikan 
negara ke posisi asali. Purge tidak 
boleh dilihat sebagai bentuk kesalahan 
dalam berdemokrasi melainkan 
sebagai bentuk pemerintahan 
bercabang dari demokrasi yang 
sifatnya memberikan kebebasan 
secara faktual. Seperti yang 
ditampilkan dalam film, negara 
memberi kesempatan bagi masyarakat 
untuk mempertahankan hidupnya 
dengn cara apapun namun ada hal 
yang seharusnya tidak boleh terjadi. 
Hal menyimpang dalam Purge yaitu 
adanya sekelompok masyarakat 
oligarki yang melindungi diri sedniri 
sehingga dengan demikian keadaan 
tetap sama sebelum Purge dilakukan. 
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Artinya masyarakat yang secara 
oligarki memiliki kebebasan untuk 
berlaku normal ketika Purge terjadi 
dan mereka mengatur siapa saja yang 
berhak menjadi bagian dari Purge. 
Esensi Purge sebetulnya 
menghilangkan ketidakmampuan 
negara dalam menghadapi masalah 
hukum di masyarakat seperti 
pendidikan yang tidak merata, 
perekonomian yang timpang, keadaan 
kesehatan yang buruk dan adanya 
korupsi yang tinggi. 
Dalam Purge, para penegak 
hukum juga tidak turut serta namun 
dari masyarakat menciptakan 
penegaka hukum secara mandiri dan 
darisini muncul homo homini lupus. 
Bandingkan demokrasi ini dengan 
esensi komunisme dimana komunisme 
di Indonesia menjadi buruk 
keberadaannya karena adanya unsur 
politisasi sehingga muncul paradigma 
dalam masyarakat bahwa komunisme 
adalah ideologi yang sesat bahkan 
pemerintah juga memiliki sikap tidak 
peduli menyajikan kebenaran tentang 
landasan filosofis dari ideologi 
komunisme, hal ini terlihat dari adanya 
penetapan dan pencabutan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara Republik Indonesia No. 
XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan 
Bintang “Maha Putera” Kelas III Dari 
D.N. Aidit. Komunisme juga tidak 
memiliki korelasi dalam proses 
pemilihan ketua partai politik karena 
kehendak atas suatu partai politik 
berdasarkan sekelompok anggota 
didalamnya. Selain itu, proses 
pemilihan ketua partai politik tidak 
akan berjalan secara demokrasi 
apabila dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu 
partai politik tidak mendapatkan 
legalisasi dari kementerian seperti 
yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 
2011. Legalisasi yang dimaksud agar 
tercipta suatu bentuk 
pertanggungjawaban dari suatu partai 
politik mengingat dari partai politiklah 
muncul kepala daerah, presiden, wakil 
presiden dan partai politik dapat 
menyebabkan politik hukum yang 
mempengaruhi sistem dan bentuk 
pemerintahan suatu Negara (Tomy 
Michael, 2016, 15, link: 
https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.
p15-28). 
 
PENUTUP  
Pada saat negara tidak bertindak 
tegas terhadap segala bentuk 
kejahatan atau pelanggaran hukum 
didalamnya maka terdapat dua 
kemungkinan yaitu pemberontakan 
dari masyarakat dan adanya 
pembiaran kepada masyarakat untuk 
menyelesaikan dengan baik. Cara 
penyelesaian Purge tidak 
bertentangan dengan demokrasi 
karena Purge berusaha menjadi 
demokrasi lebih pada keadilan 
masyarakat. Purge dapat dilakukan 
dengan pembatasan waktu yang tidak 
melebihi dari 12 jam karena hal ini 
juga sejalan dengan pemikiran Niccolo 
Machiavelli. 
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